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ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai sanksi
tindak pidana pembunuhan sebatas yang dilakukan secara sengaja, yang diatur dalam
KUHP dan yang diatur menurut hukum Islam (syariat Islam). Untuk itu penulis memilih
judul pada penulisan ini adalah : “STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN
SECARA SENGAJA”

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan :
jenis-jenis sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum
Positf?, jenis-jenis sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam
Hukum Islam? dan apakah perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang melakukan
pembunuhan sengaja dalam KUHP dengan Hukum Islam?

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi
pustaka (bibliographic research), dari studi pustaka penggalian data yang dilakukan
melalui pembacaan dan kajian teks (fext reading). Maksudnya adalah melakukan
penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan
dengan undang-undang dan buku-buku umum, terutama yang berkaitan dengan
pembunuhan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, sanksi bagi orang yang
melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum Positf adalah hukuman pidana pokok
yang meliputi: hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.
Kedua,Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum Islam
adalah adanya hukuman hudud, gisas, diyat, dan ta’zir. Kemudian yang Ketiga
persamaan sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja didalam Hukum
Positif dengan Hukum Islam adalah adanya kemungkinan untuk pengurangan hukuman.
Perbedaannya adalah dalam KUHP pasal 338 sanksi bagi pembunuhan secara sengaja
hanyalah berupa pidana penjara. Sedangkan di dalam hukum Islam sanksinya adalah
gisas yaitu pembalasan setimpal atau sama dengan apa yang telah dilakukannya.

Manusia merupakan mahluk yang paling dimuliakan Allah. Hak yang paling
utama dan dijamin oleh agama maupun oleh negara adalah hak hidup. Hak tesebut
merupakan hak milik manusia secara mutlak tanpa mempertimbangkan agama, bangsa
dan kedudukan dalam masyarakat. Oleh sebab itu seharusnya hak hidup tersebut harus
dijaga dan dilindungi. Dan kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang
seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan maupun kepada keluarga korban pada waktu
memberikan hukuman, supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak
mengulanginya lagi dan juga scbagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak
melakukan tindak pidana pembunuh.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di
negara Indonesia adalah sistem aturan yang sangat luas dan komplek, yang
terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan
yang lain saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling mengisi. Oleh
karenanya membicarakan satu bidang atau subsistem hukum yang berlaku di
Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, unsure hukum seperti
satu organ yang tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentu harus
memiliki hukum nasional sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk
melaksanakan roda pemerintahan. Dalam membentuk hukum nasional bangsa
Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud
adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat.'

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu
bidang hukum itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang

mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

' ham Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 12
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kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan
suatu penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal
adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) atau
yang sering disebut dengan KUHP, merupakan pokok dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “pelanggaran dan
kejahatan” terhadap morma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang
berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturanperaturan pidana yang berlaku
terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh Badan
Legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.’

Dalam Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang
kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP,
adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “ Barangsiapa sengaja
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun”.

Selain hukum pidana, di Indonesia terdapat hukum yang berlaku secara
formal, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Namun hukum Islam yang berlaku di
Indonesia umumnya hanya mengatur tentang hal hal yang bersifat kekeluargaan
atau yang mengatur tentang hubungan antar individu, misalnya masalah

perkawinan dan kewarisan, ini pun hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia

? C.S.TKansil. Pengantar lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta PT : Balai
Pustaka. 1989). 260



yang beragama Islam. Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai
hukum pidana Islam atau yang disebut dengan jinayah atau jarimah, sebab segala
sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif.

Hukum Islam (figih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di
Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri
Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium Pembaharuan Hukum
Perdata Nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta.
Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa
hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia
menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional.
Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersebut,
birokrasi sebagai pemegang political will harus senantiasa dapat
memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional.
Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai
setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

Pada hakekatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat
manusia, baik yang mengatur mengenai ibadah maupun muamalah. Dalam
bidang Ibadah, hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan

Allah SWT. Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana



adab dalam hidup bergaul dengan masyarakat atau mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan masalah keduniawian. Selain itu, dalam hukum Islam juga
mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut syara’
(syari’at) atau yang disebut dengan jinayat. Adapun perbuatan yang termasuk
dalam jinayat antara lain, mencuri, berzina, minum-minuman keras, murtad,
pembunuhan, dan masih ada beberapa perbuatan lain yang dilarang oleh syara’.

Dari beberapa contoh jinayat diatas, salah satu perbuatan yang paling
dilarang atau dilaknat oleh Allah SWT ijalah membunuh atau menghilangkan
nyawa seseorang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nisa’ Ayat 93, yang

artinya:
2~ . .’, ~ z z <. - j’“’//: ,"zfg Z 24 }’../ -,
Wl God Iabs Lag sohlaed Tuaaie Code (280 (o)

z ., - . st 6K s 2 el
Leulae Glas s dely saialyale

Artinya: “ Dan barang siapa yang membunub orang-orang mukmin dengan
sengaja maka balasannya islah neraka jabanam, kekal ia di dalamnya
dan Allsh murka dan mengutuknya dan disediakan azab Yyang berat
untuknya”. (An-Nisa’ 93).?

Selain itu, terdapat juga dalam Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

o2

sde &l oo il 3407 06 106 we B g,y 30800 3 T 8 02

o7~ 4’.) .97 .-//.0’/az % - o /.o_)/’

3 Depag R, a/-Qur’an dan Terjemabnya (Surabaya: Mekar, 2004). 136



artinya: “ Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda: "Masalah pertama yang akan diputuskan antara
manusia pada hari kiamat ialah masalah darah.” (Mutafaqu Alaih).

Kedua dalil diatas menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang
melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih di akhirat dan di
kutuk oleh Allah SWT. Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang
telah dibangun oleh kehendak Allah SWT, dan merampas hak hidup orang yang
menjadi korban.

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan juga merupakan perbuatan
yang kejam, sebab juga berdampak terhadap orang lain yang ditinggalkannya
(korban). Pembunuhan menyebabkan anak-anak menjadi yatim, istri menjadi
janda dan keluarga korban juga merasa kehilangan.

“Sebagian fugaha membagi pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu
pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja ialah
suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan menyebabkan hilangnya nyawa
orang yang dianiaya. Sedangkan pembunuhan kesalahan ialah suatu perbuatan
yang menyebabkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan”.*

Begitupula dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas

nyawa orang lain juga merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi

* H.A. Djazuli. Figh Jinayah. (Jakarta PT : Raja Grafindo Persada 2000).121



yang sangat berat. Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan juga dibagi menjadi
dua macam, yaitu :

1. Pembunuhan yang tidak disengaja (culpose misdrijven).

2. Pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (dofus misdrijven).

Pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya
lebih berat daripada yang tidak direncanakan terlebuh dahulu.

Pada kedua bidang ilmu hukum tersebut, masing-masing mempunyai
aturan yang berbeda dalam hal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak
pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber
pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum
Islam pengaturannya berdasarkan pada Al Qur’an dan Al Hadist.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
meneliti lebih dalam mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan sebatas yang di
lakukan secara sengaja, yang diatur dalam KUHP dan yang diatur menurut
hukum Islam (syariat Islam). Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini
adalah : “STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN SECARA

SENGAJA’.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah
pokok yang ingin penulis bahas adalah :

1. Faktor yang melatar belakangi di tentukannya sanksi atau hukuman bagi
tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam.
2. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum

Positf.

3. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum

Islam.

4.  Perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan
sengaja dalam KUHP dengan Hukum Islam.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan
batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar
skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan
yang akan dibahas yaitu:

1. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum
Positf.
2. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum

Islam.

3. Perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan

sengaja dalam KUHP dengan Hukum Islam.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam
Hukum Positf?
2. Bagaimana sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam
Hukum Islam?
3. Apakah perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang melakukan

pembunuhan sengaja didalam Hukum positif dengan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sanksi bagi orang yang melakukan
pembunuhan sengaja dalam Hukum Positf,
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sanksi bagi orang yang melakukan
pembunuhan sengaja dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang

melakukan pembunuhan sengaja dalam hukum positif dengan Hukum Islam



E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan

berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sanksi bagi
orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum Positf dan Hukum
Islam.

2. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran yang nantinya dapat menjadi
rujukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi bagi orang yang

melakukan pembunuhan sengaja dalam hukum positif dengan Hukum Islam.

F. Definisi Operasinal
Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini,
maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud
dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:
1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-
Qur'an dan hadits (hukum syara’), juga pendapat
yang dikemukakan para tokoh fiqih dan ulama’
mazhab, serta mengikat bagi semua yang beragama

Islam.’

’ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2, him. 411
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2. Hukum Positif : Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah
hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku
dan mengikat secara umum atau khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau
pengadilan dalam negara Indonesia.’

3. Pasal 338 KUHP : Salah satu aturan yang tercantum dalam KUHP
yang berisi: “barang siapa sengaja merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,
dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun’.

4. Pembunuhan : Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa
seseorang dengan cara yang melanggar hukum,
maupun yang tidak melawan hukum.

5. Sengaja : Maksud atau niatan untuk melakukan sesuatu

dengan kesadaran.

G. Kajian Pustaka
Sejauh pengetahuan penyusun, kajian mengenai pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan secara sengaja dipandang menurut hukum islam dan hukum positif,

belum ditemukan pembahasan secara spesifik yang menjelaskan tentang hukum

8 Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia. PT: FH UII Press. 2004. 15
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tersebut, untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas
dengan pembahasan sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah
skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hariri tentang “Tinjavan Hukum Pidana
Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/tahun 1999 Tentang Remisi Dalam
Kasus Pembunuhan™ skripsi ini membahas tentang bagaimana kategori kasus-
kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut Kepres No. 174 Tahun
1999 tentang remisi, bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan
menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana tinjauan hukum
pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhanan.

Skripsi yang berjudul “Analisis Aspek Kriminologi Dalam Putusan
Pengadilan Negeri No. 691/PID.B/2006/PN.MKRT Tentang Pembunuhan
Berencana Ditinjay Dari Hukum Islam’® yang ditulis oleh Rizal khalid
membahas tentang aspek atau sudut pandang kriminologi dalam pengungkapan
kasus pembunuhan berencana yang diputus pengadilan Mojokerto, dimana dalam
hal ini tindak penganiayaan yang dilakukan terlebih dahulu serta penggunaan
senjata tajam merupakan aspek atau sudut pandang kriminologi dalam

pengungkapan kasus tersebut. Adapun bukti yang meyakinkan tentang

7 Muhammad Hariri, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadgp Pelaksanaan Kepres No.
174/tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan, Skripsi diterbitkan Fak Syari'ah IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2008

8 Rizal khalid, Analisis Aspek Kriminologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.
691/PID.B/2006/PN.MKRT Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi
diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009
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penggunaan senjata tajam ialah keterangan aksi dan terdakwa sendiri serta
keterangan ahli yang berupa surat keterangan atau visum et repertum. Dan dalam
islam, kesemua hal tersebut yang dikemukakan mengenai aspek kriminologi,
terdapat pula penjelasan serta ketentuan-ketentuannya berkenaan dengan hal
tersebut.

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul “7Tinjsuan Hukum Acara
Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan
Di Sidoajo (Studi Eksekusi Putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA)’® yang
disusun oleh Bambang Utomo menjelaskan tentang penerapan teori Prosedur dan
Bentuk Pelaksanaan Putusan pada putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo,
sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang
digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang
bersifat umum, dalam hal ini adalah teori Prosedur dan Bentuk Pelaksanaan
Putusan, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang
pelaksanaan putusan dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan oleh

Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

® Bambang Utomo, Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadsp Eksekusi Putusan Kasus
Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo (Studi Eksekusi Putusan
NO.1169/Pid B/2008/PN.SDA)’, Skripsi diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2010
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H. Metode Penelitian

L.

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:
Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang
berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan hukum Islam dan KUHP
dan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan pembunuhan secara
sengaja.
Sumber Data
Sejalan dengan permasalahan di atas dan untuk memperoleh data yang
sesuai, maka literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat
pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang
dicari. Data primer juga disebut data utama. Di bawah ini yang
merupakan sumber primer dalam penelitian ini :
1) Al-Qur’an dan Hadist
2) KUHP

3) A. Djazuli.. Figh Jinayah. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000

4) Ahmad Wardi Muslich.. Hukum Pidana Islam. PT: Sinar Grafika.

Jakarta 2005
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5) Moh. Idris. Ramulyo.. Asas-asas Hukum Islam. PT: Sinar grafika.

Jakarta 1997

. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan
sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian
ini meliputi buku-buku serta karya ilmiah.

Antara lain:

a. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya:
Mekar, 2004

b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia 2

c. C.S.T.Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PT:
Balai Pustaka. Jakarta. 1989

d. H.A. Djazuli.. Figh Jinayah. PT: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000

¢. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003

f. Mohd. Idris. Ramulyo.. Asas-asas Hukum Islam. PT: Sinar grafika.
Jakarta 1997

g. Bambang Poemomo.. Asas-asas Hukum Pidana. PT: Ghalia

Indonesia. Yogyakarta 2000
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h. Tlham Bisri.. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan
Implementasi Hukum di Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. .
Jakarta 2004
i. Ahmad Wardi Muslich.. Hukum Pidana Islam. PT: Sinar Grafika.
Jakarta 2005
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data
dengan studi pustaka (bibliographic research), dari studi pustaka penggalian
data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks (text reading).
Maksudnya adalah melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-
kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan undang-undang dan buku-buku
umum, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan
menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik
tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai
hal tentang konsep hukum, sanksi-sanksi pembunuhan secara sengaja dalam
Hukum Islam beserta dalil-dalilnya dan dalam KUHP, setelah itu

dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di masyarakat.
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I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka
dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang masalah,
b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, ¢)
kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode
penelitian i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan mengenai hukum Islam, didalamnya
menjelaskan mengenai pengertian Islam, sumber-sumber hukum Islam, dan
tinjauan mengenai hukum pidana Islam. Terakhir tinjauan mengenai tindak
pidana pembunuhan.

Bab ketiga membahas mengenai tinjauan tentang hukum pidana,
didalamnya menjelaskan mengenai pengertian hukum pidana, tindak pidana,
fungsi dan tujuan hukum pidana, tinjauan mengenai teori pemidanaan, jenis-jenis
sanksi dalam hukum pidana. Tinjauan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang menjelaskan tentang scjarah berlakunya KUHP di
Indonesia dan sistematika KUHP. Serta deskripsi pembunuhan secara sengaja
menurut pasal 338 KUHP yang memuat uraian tentang definisi pembunuhan
secara sengaja, unsur-unsur pembunuhan secara sengaja, obyek pembunuhan

secara sengaja dan sanksi pembunuhan tersebut.
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Kemudian pada bab empat pembahasan sekaligus menjawab permasalahan
yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang perbandingan penerapan sanksi
pidana pembunuhan yang diatur dalam hukum Islam dan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis
mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara
keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan

serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.



BABII
TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN DALAM
HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Mengenai Hukum Islam
1. Pengertian Islam
Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang
diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Quran) kepada Nabi Muhammad SAW,
melalui malaikat Jibril, untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai
Way of Life atau pedoman hidup lahir batin dari dunia sampai akhirat, sebagai

agama yang sempurna, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-

Maidah ayat 3 yang berbunyi:
22 2 . N PEE El J 2 J27 7 _» P
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Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu
Jjadi agama bagimu’.!

Berdasarkan firman Allah tersebut tegaslah bahwa agama yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam, sedangkan Nabi Muhammad

! Depag Rl, a/-Qur’an dan Terjemabnya(Surabaya: PT. Mekar, 2004). 142

18



19

SAW adalah Nabi penutup dari seluruh Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam

surat Al Ahzab ayat 40 yang berbunyi:

e
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Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di
antara kamu., tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.
Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”’®
“Islam” sebagai kata benda berasal dari bahasa Arab jenis masdar, yaitu
berasal dari kata kerja (5%). Kata kerja asal tersebut terdiri dari :
1) Aslama
Yang berarti “berserah diri”. Hal ini bermakna bahwa manusia dalam
berhadapan dengan Tuhannya (Allah), merasa kerdil, dan harus bersikap
mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah SWT. Akal dan budi
manusia yang berwujud ilmu pengetahuan, bila dibandingkan dengan
kekuasaan Allah amatlah kecil dan sangat terbatas.

2) Salima

Sebagai kata kerja transitif, schingga artinya,“menyelamatkan,
menentramkan, mengamankan orang lain baik dari dan oleh lisan maupun

perbuatannya”. Berasal dari hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh

* Depag R1, a/-Qur’an dan Terjemakaya (Surabaya: PT. Mekar, 2004). 674
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Bukhori dan Muslim, hal ini bermakna bahwa islam itu berisi ajaran tentang
larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan umat, baik di dunia
maupun di akhirat.
Salama
Sebagai kata bendanya, salaam berarti menyelamatkan,
menentramkan, dan mengamankan. Dengan arti kata lain, Islam itu harus
dapat menimbulkan perasaan aman dan damai.’
Sumber-sumber Hukum Islam
Pada pokoknya sumber hukum islam terdiri dari : Al Quran,
Hadist/sunnah, Ijma, dan Qiyas.
1. Al Quran
Al Quran adalah wahyu dari Allah SWT, yang diturunkan kepada
nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Secara garis
besar hukum dalam Al Quran dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama
mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan dan
peribadatan kepada Allah SWT (Ibadah). Kedua mengenai hukum yang
berhubungan dengan kenegaraan, masyarakat dan hubungan antar sesama
masyarakat (muamalah), seperti pidana(jinayaf), perdata, hubungam

kekeluargaan.

3 Mohd Idris Ramulyo. Asas-asas Hukum Islam. (Jakarta : Sinar grafika 1997). 8-9
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Dalam surat An Nahl ayat 89 juga dijelaskan, yang berbunyi:
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Artinya: “(Dan ingatiah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas selurubh umat

manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*(An-Nhl 89)

2. Hadist

Sunnah atau hadist ialah ucapan (suanah qauliyah), perbuatan (sunnah
fi’liyah) atau penetapan (sunnah tagririvah) dari Nabi Muhammad SAW.
Hadist merupakan sumber hukum Islam keduva setelah Al Quran. Adapun
fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al Quran
b. Menafsirkan ketentuan-ketentuan Al Quran yang belum jelas
c. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al Quran.

Kedudukan Sunnah atau Hadist sebagai sumber ajaran Islam selain
didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al Quran dan Hadist juga didasarkan

kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat

4 Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya(Surabaya: PT. Mekar, 2004). 415
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untuk menetapkan tentang wajib mengikuti Hadist, baik pada masa
Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau meninggal (Abuddin Nata,
2001 : 72).°

Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengikuti sunnah
Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam Al Quran Surat An

Nisaa’ Ayat 59, yang berbunyi:
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Artinya: “Har orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul, dan
taatilah penguasa dari kamu. Jika kamu berselisih mengenar sesuatu
maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul”® (An-Nisa 59)
3. Ijma’

Para ahli ushul figih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ijma’
adalah kesepakatan mujtahidin dari umat Islam dari suatu masa atas hukum
Islam. “Kesepakatan™ artinya ialah pendapat yang satu sesuai dengan yang
lain.

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk

mengistinbathkan hukum yang tidak diterangkan nash, sebagai metode

terkuat dan yang paling jelas.

* Abuddin Nata. Sejarah Perkembangan dan Pendidikan Islam di Indopesia. Jakarta :
Gramedia 2001. 72
€ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: PT. Mekar, 2004). 128
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Menurut istilah Ulama Usbu],. qiyas adalah mempersamakan satu peristiwa
hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum
yang ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang
ditentukan nash.

Pengertian giyas ialah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat
ketentuannya dalam Al Quran dan Hadist dengan hal lain yang hukumnya
disebut dalam al Quran dan Hadist karena persamaan illar (penyebab atau

alasan).

3. Tinjauan Mengenai Jinayat (Hukum Pidana Islam)

1. Pengertian Jinayat

Secara bahasa kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah yang
berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata jinaayah
dijamakkan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Jinaayah dapat
mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut
istilah syar’i, kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya
wajib dijatuhi hukuman gishas atau membayar diyat.

Sebagian fiigoha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jinayat
ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa dan
anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan

penjerumusan. Sebagian fiigoha lain mengatakan bahwa jinayat ialah
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perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai Jarimah hudvd dan
qgishas diyat.”

Jarimah ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib yang diancam syara’ dengan
hukuman Aadd atau hukuman fa’zir. Pengertian Jarimah ini sama dengan
peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif, Namun
bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran
berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak
membedakannya. Semuanya disebut jarimah atau Jinayat mengingat sifat
pidananya.

Para fuqaha sering memakai kata jinayat untuk jarimah. Semula
pengertian jinayat ialah hasil perbuatan seseorang dan biasanya dibatasi pada
perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fugaha, yang dimaksud dengan
kata jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu
mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda.®
Fae3dah atau manfaat dari jinayat:

a. Menjaga keselamatan nyawa dari kejahatan pembunuhan.
b. Menjaga keamanan di dalam masyarakat dari segala fitrah tuduh-

menuduh.

7 Marsum. Jinayat (Hukum Pidana Islam). (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press
1988). 12

® Ahmad Hanafi. Asas-ssas Hukum Pidana Is/am. (Jakarta : Bulan Bintang 1967). 1
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c. Menjaga keamanan harta benda dan nyawa dari pencurian,
perampasan dan lain-lain.
d. Menjaga keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri.
2. Lingkup berlakunya hukum pidana Islam
Pada dasarnya hukum Islam itu bersifat universal yang diturunkan
kedunia untuk seluruh umat manusia. Islam diturunkan tidak hanya untuk
satu negara saja, tapi untuk semua bangsa di dunia. Namun tidak semua
orang percaya pada syariat Islam dan tidak mungkin dipaksakan kepada
mereka, maka syariat Islam hanya diterapkan kepada negara-negara yang
berada dibawah kekuasaan kaum muslim atau hanya pada negara-negara
Islam saja. Adapun yang dimaksud negara Islam adalah :
a. Negara dimana hukum Islam nampak didalamnya.
b. Negara dimana penduduknya yang beragama Islam dapat
menjalankan hukum- hukum Islam.
3. Bentuk-bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam
Di dalam hukum pidana Islam yang disebutkan dalam Al Quran dan
Hadist terdapat beberapa bentuk sanksi atau hukuman terhadap seseorang
yang melakukan jinayat, yaitu antara lain :
a. Hukuman Huduvd
Hukuman Audud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan

Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman Audud ini adalah hak
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Allah yang bukan saja tidak boleh diganti hukumannya atau diubah tapi juga
tidak boleh dimaafkan oleh siapapun di dunia. Bagi yang melanggar
ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya
adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah SWT

dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 229. Yang berbunyi:

A S N IR Y
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Artinya: " Dan barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka
mereka itulah orang-orang yang zalint"’ (Al-Baqarah 229)
b. Hukuman Qishas

Hukuman gishas adalah sama seperti hukuman Audud juga, yaitu
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al Qur'an dan Al
Hadits. Hukuman grshas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas.
Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa),
melukai dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai.

¢. Hukuman Djyat

Hukuman diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh
pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas
Jinayat yang telah dilakukan terhadap korbannya. Hukuman diyat adalah

hukuman kesalahankesalahan yang berhubungan dengan kesalahan gishas

® Depag RY, a/-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: PT. Mekar, 2004). 121
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merupakan sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang berupa
penganiayaan atau melukai anggota badan.
d. Hukuman T2’zr

Hukuman fa’zir ialah jinayat yang tidak dijatuhkan hukuman hudud
atau gishas. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar
dan bentuk hukuman di dalam Al- Quran dan Al-Hadits. Hukuman fa’zir
dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan, dera, dan ganti kerugian”.'

Jenis, kadar dan bentuk hukuman fa’zir tergantung kepada kearifan
hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan atas
pelaku jinayat itu karena hukuman tazir bertujuan untuk mencegah pelaku
Jinayat mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan dan bukan untuk
menyiksa mereka.

Dengan kata lain, fa’zir ialah hukuman yang bersifat edukatif yang
ditentukan oleh hakim atas pelaku jinayat atau pelaku perbuatan maksiat

yang hukumannya belum ditentukan dalam Al Quran maupun Hadits.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
Pembunuhan discbut sebagai perampasan nyawa terhadap orang lain.
Pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa yang berupa

penyerangan terhadap nyawa orang lain”. Perampasan nyawa merupakan

® Ahmad Azhar Basyir. Ikhtisar Fikih Jingyat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta :
Universitas Islam Indonesia Press 2006.
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menghilangkan nyawa orang dari raganya schingga menyebabkan matinya orang
tersebut. Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi
3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (Qat/ul amdy)

2. Pembunuhan yang dilakukan dengan serupa sengaja (syabah amdy).

3. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (Qat/u/ khatha’)

Pembunuhan dengan sengaja ialah seorang secara sengaja dan terencana
membunuh orang lain dengan niat yang kuat bahwa dia harus membunuhnya,
Pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja terdapat 2 (dua) unsur, yang
terdiri dari :

1. Perbuatan itu dikehendaki
2. Akibat dari perbuatan itu dikehendaki oleh pelakunya.

Pembunuhan dengan tidak sengaja ialah seorang secara tidak sengaja dan
tidak terencana telah mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Misalnya
kecelakaan lalulintas yang hingga mengakibatkan meninggalnya orang lain, atau
memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang
hingga meninggal dunia.

Pembunuhan dengan menyerupai sengaja contonya seorang bermaksud
memukulnya, yang secara kebiasaan tidak bertujuan hendak membunuhnya,

namun ternyata yang jadi korban meninggal dunia.



29

Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa delik pembunuhan merupakan
delik yang besar, sehingga ada Hadits riwayat dari Ibnu Mas’ud yang
mengatakan bahwa yang pertama diadili pada hari kiamat adalah soal “darah”.
Juga ada Hadist lain yang artinya “ yang pertama kali diperhitungkan atss diri
hamba ialah sholatnya dan yang muls-muls diadili diantara manusia adalah

darah” Begitu juga dalam Al- Quran Surat Al Maidah Ayat 32, Allah SWT
berfirman yang berbunyi:

Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani [srail, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuli) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia selurubnya”" (Al-
Maidah 32) -

Dalam ayat tersebut Allah SWT menggambarkan bahwa betapa besarnya

dosa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, schingga digambarkan

seakan-akan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia.

" Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: PT. Mekar, 2004). 164



BAB III
TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA DALAM HUKUM
POSITIF (KUHP) DAN PEMBUNUHAN SECARA SENGAJA
MENURUT PASAL 338 KUHP

A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang
tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas
bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui
bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Dari isi atau materi yang diatur, hukum pidana terdiri atas hukum pidana
umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana
yang dari sisi subjek atau pelakunya serta dari jangkauan berlakunya mengatur
seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian.
Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang
yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia dan
memiliki peraturan yang tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP.
Misalnya, hukum pidana militer, dimana hukum pidana ini berlaku bagi anggota

militer, hukum pidana ekonomi, yaitu hukum pidana yang berlaku pada bidang

30
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perckonomian Indonesia, yaitu semua kegiatan yang mengakibatkan kerugian

atau kelemahan perekonomian Indonesia, contoh : korupsi, kejahatan

perbankan.!

Menurut Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, pengertian
hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

I. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.

Disamping definisi tersebut diatas, Simons memberikan definisi hukum
pidana sebagai berikut :

l. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan

nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati

! Nham Bisri.Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesis., (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004). 40-41

2 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press 1980),
1
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2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuban
pidana.

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan
penerapan pidana.’

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan,
Pompe membedakan beberapa golongan pendapat.*

Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri
hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa
hukum pidana sebenarnya tidak membedakan norma sendiri melainkan sudah
terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk
menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaar feit. Terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ahli
hukum mengenai pengertian istilah Strafbaar feit ini. Pompe merumuskan bahwa

suatu Strafbaar feit sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut rumusan

20

Sudarto Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto1990). 9
Bambang Poemomo. Asss-asas Hukum Pidana. (Yogyakarta : Ghalia Indonesia 2000). 19-
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undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
Sedanglan Vos merumuskannya sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam
pidana oleh peraturan perundang-undangan.®

Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana setidaknya harus mengandung tiga
unsur pokok, yaitu :
1. Perbuatan
2. Dilarang oleh aturan hukum
3. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggarnya
Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan
tidak dapat disebut sebagai tindak pidana.

Simons menyebutkan, adanya unsur objektif dan subjektif dalam tindak
pidana, yang termasuk unsur objektif yaitu :
1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan unsur subjektif dari tindak pidana ialah :
1. Orang yang mampu bertangguang jawab;
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan

kesalahan.®

Ada:m Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005). 72
® Sudarto. Hukum Pidana I (Semarang : Yayasan Sudarto1990). 41
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J.E. Jokers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian’:

1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian
(f6if) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar
feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan
dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa definisi tentang strafbaar feit diatas, secara garis besar dapat
diambil dua arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana
oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum

yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.
Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.
Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain,
hukum memberikan batasan-batasan sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya

berbuat dan bertingkah laku. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis

4 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. (Yogyakarta : Ghalia Indonesia 2000). 91
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hukum termasuk hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut
dengan fungsi umum hukum pidana.

Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau
memperkosanya

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi
negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

3. Mengatur dan membatasi kekuasan negara dalam rangka menjalankan fungsi
negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.?

Tujuan hukum pidana (strafrechtscholen) terdapat aliran untuk maksud dan
tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran
modern. Menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana untuk melindungi
individu dari kekuasaan penguasa atau negara.

Sedangkan aliran modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu
untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut Van Bemmelen, bahwa
tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal-hal
dimana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang
berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan

kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak

® Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005). 16-20
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penduduk secara perseorangan atau badan administrasi, serta setiap saat harus

ditegakkan kebenaran.’

4. Tinjauan Tentang Teori Pemidanan

Mengenai teori pemidanaan, ada beberapa macam pendapat mengenai teori
ini, namun pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu :
1. Teori absolut atau teori pembalasan ( Vergelding theorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan
pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan
pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang
setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang
pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah
membuat penderitaan bagi orang lain. Salah satu penganut teori ini ialah
Immanuel Kant, berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari
kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain,
sedang hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukum
kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis. '’

2. Teori relatif atau teori tujuan (Doel theorien)
Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan

tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib

° Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. (Yogyskarta : Ghalia Indonesia 2000). 26
1 eden Marpaung. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. (Jakarta : Sinar Grafika 2005). 105
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Dalam Pasal 11 KUHP, disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman
mati dilakukan dengan cara digantung oleh algojo. Namun berdasarkan
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1964 sekarang pelaksanaannya telah diubah dengan cara
ditembak sampai mati.

. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang berbentuk perampasan
kemerdekaan seseorang atau hilangnya kemerdekaan bagi seseorang.
Dalam KUHP menganut 2(dua) sistem mengenai lamanya pidana penjara,
yaitu :

1) Algemene strafminima Yaitu batas pidana minimal umum, yang
terendah yaitu 1(satu) hari.
2) Algemene strafinaxima Y aitu batas pidana maksimal khusus, yang
paling lama yaitu 15 tahun, atau 20 tahun untuk hal-hal tertentu.
. Kurungan

Sifat pidana kunmgan ini sama dengan pidana penjara, yaitu
merampas kemerdekaan bergerak. Pidana kurungan ini dijatuhkan
terhadap orang yang melakukan pelanggaran seperti yang diatur pada
KUHP Buku III. Pidana kurungan paling singkat adalah 1(satu) hari dan

yang paling lama adalah I(satu) tahun. Namun dapat diperpanjang
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menjadi 1(satu) tahun 4(empat) bulan apabila terjadi hal-hal yang
memberatkan, misalnya residive.
d. Denda
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana
denda untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan
suatu perbuaian pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membayarkan
denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan subsider,
yaitu sekurangkurangnya 1 (hari) dan paling lama 6 (enam) bulan.
e. Pidana tutupan
“Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1946 tentang pidana
tutupan, pidana ini diberikan bagi para politis yang melakukan kejahatan
yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya”.'?
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
Hak yang dicabut pada sanksi pidana ini ialah hak yang menurut
sifat dan tindak pidananya dilakukan oleh seseorang yang
menyalahgunakan hak tersebut, schingga tidak pantas umtuk diberikan
hak tersebut. Pada Pasal 35 ayat (1) KUHP disebutkan macam-macam
hak yang dapat dicabut tersebut antara lain :

1) Hak memagang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

2 Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanasn Indonesia dari Retribusi ke Reformasi,
(Jakarta : Pradnya Paramita 1986). 45
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2) Hak memasuki angkatan bersenjata.

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum.

4) Hak menjadi penaschat (raadsman) atau pengurus menurut hukum
(gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas,
pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampu atas anak sendiri.

6) Hak menjalankan pencaharian (berocp) yang tertentu.

. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya

pada pidana denda. Barang-barang yang dapat dirampas terdiri dari 2

(dua) macam, yaitu :

1) Barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang telah dilakukan.

2) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-
undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula

bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jadi pidana
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tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan
dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang, misalnya Pasal

128 ayat (3), Pasal 206 ayat (2), Pasal 261 KUHP.

B. Tinjauan Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya ialah
“Wetboek van Strafrecht voor Nedherlandsch Indie” (WvS), sebuah Titah Raja
(Koninklijk Besluit atau disingkat K.B), tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33 dan
mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan kopian atau
turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat pada
tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Tidak seluruhnya sama
melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kebutuhan dan
keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dahulu, akan tetapi asas-asas dan dasar
filsafatnya tetap sama.

Sebelum tahun 1918 dalam KUHP ada dualisme, bagi golongan Eropa ada
WvS untuk orang Eropa ( K.B. 1866 Nomor 55) dan juga terdapat WvS untuk
bumiputra dan yang dipersamakan (Ordonansi 6 Mei 1872). Namun setelah
tahun 1918 diadakan Unifikasi pada KUHP, yang memberlakukan untuk semua

golongan penduduk, yaitu golongan Bumiputra, Timur Asing dan Eropa.
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KUHP yang berlaku sekarang ini setelah Proklamasi Kemerdekaan terdapat
perubahan yang penting berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946
Pasal 1, yang menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku
ialah peraturanperaturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Hal
ini disebabkan karena pada tahun 1945, Belanda kembali lagi ke Indonesia
setelah keluar dari Indonesia pada masa pendudukan Jcpang pada tahun 1942-
1945. Pada tahun 1945 Belanda mengadakan perubahan-perubahan terhadap
W.v.S. misalnya dengan Stb. 1945 No. 135 Pasal 570 yaitu tentang “ketentuan-
ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana”. Disamping itu
selama pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, Jepang juga membuat
perubahan perubahan terhadap peraturan hukum pidana. Jadi dengan adanya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maka segala perubahan terhadap KUHP
yang diadakan setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku.

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal | Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 Amandemen IV, yang menyatakan bahwa “segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Sehingga KUHP
peninggalan Belanda tersebut masih tetap berlaku sampai sckarang selama belum

ada pembentukan KUHP yang baru.
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2. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga buku,
dan tiap-tiap buku terdiri dari beberapa title atau bab dan tiap-tiap bab terdiri
dari pasal-pasal serta setiap pasal terdiri dari ayatayat.

Buku Kesatu yaitu tentang “Ketentuan Umum”. Dalam Buku Kesatu
terdiri atas 9 titel atau Bab dan 103 Pasal, yang berisi ketentuan-ketentuan
umum mengenai KUHP. Ketentuan umum memuat asas-asas umum mengenai
berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas
berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan,
mengurangi serta yang memberatkan pidana, tentang percobaan, perbarengan,
penyertaaan dan sebagainya. Pada Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa
ketentuan-ketentuan umum hukum pidana ini tidak hanya berlaku bagi tindak
pidana yang ada dalam KUHP, melainkan juga terhadap tindak pidana diluar
KUHP, sepanjang dalam undang-undang lain tersebut tidak ditentukan lain.

Buku Kedua yaitu tentang “Kejahatan”, terdiri atas 31 Bab, daxi 385 Pasal,
tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai “Kejahatan”.

Buku Ketiga yaitu tentang “Pelanggaran”. Terdiri atas 10 Bab, yang
memuat 88 Pasal. Dalam Buku Ketiga ini berisi tentang perbuatan-perbuatan

yang tergolong sebagai “Pelanggaran”.



C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang
dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan
dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa”.
sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara
sepontan, dalam KUHP pengaturan mengenai pembunuhan terdapat dalam Pasal
338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah
sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP
secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 ( dua) golongan, yaitu pertama
berdasarkan unsur kesalahannya, keduaberdasarkan objeknya.

Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan
dalam pasal 338 KUHP, yaitu:

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi)
kejahatan terhadap nyawa dalam pasal 338, yaitu :

Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338.
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Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan
atau kejahatan terhadap nyawa yang tercantum dalam pasal 338 KUHP, yaitu:
kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja biasa dengan sanksi
pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pembunuhan biasa itu sendiri adalah: “Barangsiapa senagaja merampas
nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun”,

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa
pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama
lima belas tahun. Di sini discbutkan “paling lama” jadi tidak menutup
kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas

tahun penjara.

. Definisi Pembunuhan Secara Sengaja Menurut pasal 338 KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7(tujuh)
macam, yaitu sebagai berikut :
1. Pembunuhan biasa.
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.
3. Pembunuhan berencana.

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya.
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5. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri.
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri.
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin dalam kandungan.

Dengan adanya pembagian diatas maka pembunuhan secara sengaja dalam
pasall 338 KUHP termasuk dalam pembunhan secara sengaja biasa.

Berikut ini penjabaran tentang pembunuhan secara sengaja biasa yang
tercantum dalam pasal 338 KUHP, yaitu:

Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah
timbulnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya
kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut
termasuk dalam pembunuhan berencana.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa
pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama
lima belas tahun. Disini disebutkan bahwa “paling lama”, jadi tidak menutup
kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana pidana kurang dari lima
belas tahun penjara.

Adapun contoh dari definsi diatas adalah, “apabila seorang suami yang
datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang
lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan

istrinya tersebut”.
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E. Unsur-unsur dan Obyek Pembunuhan Secara Sengaja Biasa
Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam pasal
338 KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu:
1. Unsur Obyektif
a. Perbuatan menghilangkan nyawa.
b. Obyeknya nyawa orang lain.
2. Unsur Subyektif
Adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrijven)
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang .
harus dipenuhi, yaitu:
1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat

kematian (orang lain).

F. Sanksi Pembunuhan Secara Sengaja Biasa di Dalam Pasal 338 KUHP
Sanksi yang tercantum dalam pasal 338 KUHP adalah paling lama di jatuhi
sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Dengan adannya kata “paling

lama™ maka sanksi tersebut bisa kurang dari 15 (lima belas) tahun.



BAB IV
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PASAL 338 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN
SECARA SENGAJA

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan
menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-
hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum. Melihat perbandingan-
perbandingan lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan
suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam system hukum dengan
tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.'

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat. Karena itu tidak
dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang
berupa kenyataan sosial, yang sebab-musababnya kurang kita pahami. Terjadi
dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Kita berhadapan dengan
suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam
tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, setidak-tidaknya

menimbulkan kerugian.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan sekaligus

merugikan masyarakat ialah tindak pidana pembunuhan. Selain merugikan

10

! Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana. (Bandung : CV. Mandar Maju 2000). 7-
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korbannya secara langsung, pembunuhan terhadap seseorang juga merugikan
anggota keluarga yang ditinggalkannya. Di berbagai negara, tindak pidana
pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikenai sanksi yang
berat.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan perbandingan system
hukum dalam hal membandingkan pengenaan sanksi terhadap tindak pidana
pembunuhan dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP dengan
yang diatur dalam hukum Islam yang bersumber pada Al Quran dan Hadits
Rasulullah SAW.

Skema dari kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana
Pembunuhan
y
Sanksi Pidana
4
Hukum Islam Hukum Pidana

v v
Al-Qur’an, Hadist KUHP
dan [jma’

> Persamaan dan Perbedaan  |¢——1
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A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan
1. Di dalam Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman
pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan
“paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi
pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2. Di Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi tiga

macam, yaitu :

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (gat/ul amdy)

2. Pembunuhan yang dilakukan dengan serupa sengaja (syabah amdy)
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (qat/ul khatha’)

Dengan adanya pembagian di atas penulis hanya mengkaji tentang
pembunuhan secara sengaja dalam hukum islam tersebut, dalam hal ini penulis
akan menjabarkan bentuk pembunuhan secara sengaja yang ada dalam hukum
Islam.

Imam Nawawi merumuskan bahwa kesengajaan ialah perbuatan seseorang
terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang
melukai maupun mutsaqqol (memberatkan). Jadi unsurnya ada 3 (tiga) macam,
yaitu:

1. Perbuatan itu dikehendaki
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2. Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
3. Dengan alat yang biasanya membunuh.’

Adapun mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja, pihak wali
dari terbunuh diberi dua alternatif hukuman yang akan dijatuhkan terhadap
pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya, yaitu :

1. Menuntut hukum gishas.
2. Memaafkan dengan mendapat imbalan djiyat.

Pembunuhan dengan sengaja ini diatur dalam Al Quran Surat Al Baqarah

ayat 178, yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunub; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (vang mema'atkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma‘af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma‘af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suvatu
keringanan dari Tuhan kamu dan svatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

? Marsum. Jingyat (Hukum Pidana Islam). (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press
1988). 120
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Hadist Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam, yang berbunyi:

Artinya: ‘“Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua
pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh
(qishish)”. [HR al-Jama’ah]

Berdasarkan ayat diatas disebutkan Allah telah mewajibkan hukum gishas
dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya, yakni orang merdeka
dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh
budak, dan budak dihukum mati karena membunuh budak lainnya, wanita
dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban
memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat
ini sebagai pengganti dari hukuman gishas.

Dalam Al Quran Surat Al Israa’ Ayat 33 Allah berfirman , yang berbunyi:

.. 2”7 15, <3 /’1',,‘ < . .. ‘4/9 @ o Mgo - £

Wles Jmd Ulee Job ooy 30 ¥) &0 655 T il 15k 33
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suvatu (alasan) yang benar{853].

dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami

telah memberi kekuasaan{854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahli waris itu melampaui batas dalam membunub. Sesunggubhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan’.

Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman melebihi

batas yang telah ditentukan oleh Allah, misalnya ahli waris sudah menuntut
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qishas kepada korban namun juga masih menuntut pembayaran diyat. Inilah yang

dilarang oleh Allah karena telah melampaui batas, sebab djyat merupakan

pengganti gishas.
Hukum gishas tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi beberapa
syarat berikut ini:

. Si pembunuvh haruslah orang mukallaf (agil baligh), sehingga anak kecil,
orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishas. Rasulullah
SAW bersabda, yang artinya : “Diangkat pena dari tiga golongan: (Pertama)
dari anak kecil hingga baligh, (kedua) dari orang tidak waras Dikirannya
hingga sadar (sehat), dan (ketiga) dari orang yang tidur hingga terjaga” (H.R.
Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

2. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan
orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab yang disebutkan
dalam hadist Nabi saw, yang artinya : "Tidak halal darah seorang muslim
kecuali dengan satu di antara tiga...“(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).

3. Hendaknya si terbunubh bukanlah anak si pembunuh, karena ada Hadist Nabi
Mubammad SAW, yang artinya : “Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu
anhu berkata: Aku mendengar Rasulullsh Shallallashu 'alaihi wa Sallam
bersabda: "Seorang ayah tidak dituntut karena membunub anaknya” (H.R.

Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
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4. Hendaknya si korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh orang
muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya : “Orang muslim
tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir” (H.R. Tirmidzi
dan Nasa’i).

Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, yang
berbunyi:

fO/ P 2o -3 o -
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Artinya: " Barangsiapa yang membunul (orang tak bersalah) secara sengaja (dan
terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunub. Jika
mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau,
mereka menuntut diyat, yaitu (membayar) tiga puluh higgah (onta
betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh
Jjadza’ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah
(onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntut kepada
si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu)
untuk mereks, dan yang demikian itu untuk penckanan pada diyat”
(H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika
dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut pembayaran djyat yang telah
ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban
dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus

dibayar tunai dari harta si pembunuh itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini
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didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian diyar

dalam Al Quran.’

Apabila pelaku pembunuhannya lebih dari seorang atau sekelompok orang
maka mereka semua akan terkena hukum gishas. Dasarnya ialah apa yang

diriwayatkan oleh Imam Maliki dalam kitabnya Al muwaththa, yang artinya:

0 0 ol G b O 2 g e o B 0
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Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab ra pernah
membunuh sekelompok orang, yaitu lima atav tujuh orang karena
telah membunuh seorang laki-laki dengan pembunuhan secara tipu
daya (yaitu membujuk korban hingga mau kelvar ke tempat yang sepi
lalu dibunuh), dan dia berkata, 'Andaikata penduduk negeri Shan’a
bersckongkol membunuhnya, niscaya kubunuh mereka semuanya”,
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Dalam Hadist juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :
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Artinya: “Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanys bersekutu
dalam mengalirkan darak seorang mukmin, niscaya Allah skan
menjerumuskan mereka semuanya kedalam neraka” (H.R. Tirmidzi).
Berdasarkan kedua dalil diatas disecbutkan bahwa barang siapa yang
membantu dalam suatu pembunuhan seorang mukmin tanpa alasan yang

dibenarkan, maka hukumannya sama dengan pembunuhan dalam hukum gishas

di dunia dan siksaan di akhirat kelak.

3 Ahmad Azhar Basyir. Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam). (Yogyakarta :
Universitas Islam Indonesia Press 2006). 21
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Hukuman ¢ishas maupun djyat bisa tidak dijatuhkan atau dibebasakan
terhadap pelaku apabila pihak wali telah memafkan pelaku terhadap perbuatan
yang telah dilakukannya secara cuma-cuma. Memaafkan secara cuma-cuma
tanpa menuntut apa-apa kepada si pecmbunuh adalah sikap yang paling utama
lagi mulia.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 237, yang

berbunyi:
%< 2K 2oz £
e 8325 273 3435 0l

Artinya: “Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa”*
Jadi barangsiapa (wali) yang memaafkan pelaku pembunuhan atas

perbuatan yang telah dilakuan terhadap ahli warisnya tanpa menuntut
pembayaran diyaf (pemaafan cuma-cuma), mereka akan lebih dekat dengan

ketakwaan mendapatkan kemuliaan disisi Allah.

B. Persamaan dn Perbedaan
1. Persamaan
Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara sanksi

bagi pecmbunuhan secara sengaja yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan

4 Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: PT. Mekar, 2004). 118
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yang terdapat di dalam hukum Islam persamaannya hanyalah adanya

kemungkinan untuk pengurangan hukuman.

Dimana dalam pasal 338 KUHP pengurangan hukuman tersebut berupa
pengurangan masa tahanan. Sedangkan dalam hokum islam pengurangan
hukuman tersebut berupa pembayaran denda dan tidak mendapatkan hukuman
apapun dikarenakan mendapat maaf dari pihak keluarga korban.

2. Perbedaan

Sedangkan di dalam perbedaan diantara keduanya sangatlah kontradiktif,
Diantara perbedaannya adalah:

1) Di dalam KUHP pasal 338 sanksi bagi pembunuhan secara sengaja hanyalah
berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan di dalam hukum
Islam sanksinya adalah gisas dan diyat. Qisas yaitu pembalasan setimpal atau
sama dengan apa yang telah di lakukannya, sedangkan diyar adalah
membayar denda dengan syarat mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak
korban.

2) Di dalam KUHP pasal 338 bagi pembunuhan secara sengaja tidak terdapat
sanksi pengganti berupa denda. Sedangkan di dalam hukum Islam terdapat
sanksi berupa denda (diyaf) apabila pihak wali dari korban memaafkan atau
meminta ganti rugi atas perbuatan pelaku. Dengan adanya permintaan

tersebut dari walinya, maka sznksi gisas gugur.
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3) Di dalam KUHP pasal 338 bagi pembunuhan secara sengaja, pelaku tidak
bisa bebas dari sanksi tetap diproses secara hukum meskipun pihak wali dari
korban memaafkan pelaku. Akan tetapi di dalam hukum islam, apabila pihak
dari wali korban memaafkan pelaku tanpa meminta diyar atau qisas maka
pelaku bisa terbebas dari ke dua sanksi tersebut tanpa terkena hukuman

apapun.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja dalam hukum
positf adalah hukuman pidana berupa penjara paling lama 15 tahun.

2. Sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja dalam Hukum Islam
adalah adanya hukuman gisas dan diyat.

3. persamaan sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja didalam
Hukum positif dengan Hukum Islam adalah adanya kemungkinan untuk
pengurangan hukuman. Perbedaannya adalah dalam KUHP pasal 338 sanksi
bagi pembunuhan secara sengaja hanyalah berupa pidana penjara paling lama
15 tabun. Sedangkan di dalam hukum Islam sanksinya adalah qisas dan
diyat. Qisas yaitu pembalasan setimpal atau sama dengan apa yang telah di

lakukannya, sedangkan djyat berupa denda.

B. Saran
1. Manusia merupakan mahluk yang paling dimuliakan Allah. Hak yang paling
utama dan dijamin oleh agama maupun oleh Negara adalah hak hidup. Hak
tesebut merupakan hak milik manusia secara mutlak tanpa
mempertimbangkan agama, bangsa dan kedudukan dalam masyarakat. Oleh

sebab itu seharusnya hak hidup tersebut harus dijaga dan dilindungi.
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